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PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran besar dalam
keberlangsungan perekonomian suatu negara. Penerimaan pajak dapat digunakan oleh Negara
untuk membiayai pembangunan nasional, pendidikan, kesehatan, sarana umum, dll. Hal tersebut
dilakukan Negara untuk menggerakkan roda perekonomian dan pemerintahan yang mana
sebagian besar sumber dana diperoleh dari pajak. Salah satu yang menjadi dasar penerimaan
pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak harus patuh dalam memenuhi
kewajiban pajaknya karena kepatuhan merupakan tujuan yang paling penting dalam pengecekan
pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang harus dilakukan wajib pajak untuk
memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang belaku
(Lazuardini et al., 2018). Adanya kepatuhan wajib pajak, diharapkan bagi semua wajib pajak
dapat berusaha untuk memenuhi kewajiban atau melaksanakan hak perpajakannya. Hal ini
dilakukan agar wajib pajak dapat merasakan keuntungan bagi wajib pajak itu sendiri, seperti
kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk segala jenis
pajak, menghitung dan membayar pajak terutang, dan membayar tunggakan pajak (Wardani &
Wati, 2018).

Penelitian ini mengambil obyek penelitian di Kabupaten Kebumen. Menurut data yang
tercatat di KPP Pratama Kebumen, hingga tahun pajak 2021 terdapat 477.110 Wajib Pajak Orang
Pribadi yang terdaftar. Namun, hanya 108.415 WPOP yang melaporkan SPT Tahunan atau
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tingkat kepatuhan sebesar 22,72%. Sebelumnya, pada tahun pajak 2020 terdapat 452.452 WPOP
terdaftar dan sebanyak 109.397 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan atau
tingkat kepatuhan sebesar 24,18%. Hal ini berarti tingkat kepatuhan WPOP di Kabupaten
Kebumen semakin menurun. Hal tersebut menggambarkan bahwa data jumlah wajib pajak
dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT cenderung belum maksimal.

Kepatuhan wajib pajak tentunya memiliki posisi vital dalam menumbuhkan penerimaan
negara dari berbagai sumber pajak yang ada saat ini. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar
pajak merupakan wujud ketaatan terhadap hukum yang berlaku, sehingga peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Berlandaskan dengan penjelasan di atas, maka penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor
yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kebumen”.

LANDASAN TEORI
Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan ditentukan oleh
kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal (Purnaditya & Rohman, 2015).
Perilaku yang dimunculkan secara internal artinya perilaku tersebut diyakini berada di bawah
kendali individu itu sendiri. Perilaku yang dimunculkan secara eksternal artinya perilaku individu
tersebut terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Teori atribusi dinilai relevan untuk
menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sebab kepatuhan wajib
pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu
sendiri. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat diinterpretasikan melalui
teori atribusi dengan melihat perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
berdasarkan Undang-Undang. Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, yang sifatnya memaksa serta tidak dapat merasakan manfaatnya secara
langsung (Ngadiman & Huslin, 2015). Pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada
Negara yang bersifat dipaksakan sehingga mau tidak mau semua wajib pajak baik wajib pajak
orang pribadi atau badan, wajib melaksanakan kewajibannya tersebut berdasarkan Undang-
Undang Perpajakan (Ningsih & Hafni, 2021). Pembayaran pajak merupakan bentuk perwujudan
dari kewajiban kenegaraan, untuk itu Wajib Pajak memiliki peran utama secara langsung dan
bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara serta pembangunan
nasional.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Perpajakan dapat didefinisikan sebagai “Suatu keadaan di mana Wajib Pajak
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Terdapat dua
macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Ngadiman & Huslin,
2015). Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban
perpajakannya secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perpajakan.
Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Kepatuhan material adalah
suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material
perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi
kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat
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Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Pelaporan SPT harus sesuai dengan UU PPh dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak

sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Untuk itu, Wajib Pajak harus menghitung,

membayarkan, dan menyampaikan SPT-nya dengan benar dan jujur, sesuai apa adanya seperti
yang terjadi dengan pendapatan sebenarnya.

Tax Amnesty

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan
Pajak, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai
sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Hal tersebut dilakukan
dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini. Tax Amnesty adalah suatu pengampunan atas sanksi administrasi dan penghapusan
sanksi pidana. Tax amnesty dapat juga diberikan kepada pelaporan sukarela atas data kekayaan
Wajib Pajak yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang
mungkin belum terbayar, serta pembatasan pemeriksaan pajak pada jangka waktu tertentu
(Pattinaja & Silooy, 2018).

E-Filing

E-filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam
pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Undang-
undang ketentuan PER-01/PJ/2014, e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara
elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat
Jenderal Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau application service provider (ASP).
Dirjen Pajak menerapkan sistem e-filing yaitu dalam rangka modernisasi sistem perpajakan di
Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik sehingga akan
memberikan kepuasan bagi wajib pajak (Rara Susmita & Supadmi, 2016).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa
pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai
kecenderungan yang akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Merliyana & Saefurahman
Asep, 2017). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami serta
mau melaksanakan kewajiban pajaknya dalam membayar pajak dan melaporkan semua
penghasilannya sesuai dengan ketentuan. Apabila seseorang hanya mengetahui tetapi tidak
melaksanakan berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan mengenai ketentuan peraturan UU Perpajakan
(norma perpajakan) yang harus dipatuhi oleh wajib pajak (Bagus et al., 2017). Sanksi pajak
digunakan sebagai alat pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi
pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak
diterapkan untuk mencegah timbulnya sikap tidak patuh dari wajib pajak. Sanksi pajak tersebut
sifatnya memaksa, harapannya yakni agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan yang
berlaku. Adapun tujuan dari sanksi pajak yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan
wajib pajak terhadap kewajibannya.

Pengembangan Hipotesis
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Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori atribusi, fax ammnesty merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi
persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
(Alfiyah & Latifah, 2017). Diberlakukannya kebijakan tax amnesty ini yaitu agar para wajib
pajak yang sebelumnya lalai atau tidak patuh bisa lebih patuh, karena fax amnesty atau
pengampunan pajak merupakan kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan atau
mendorong penerimaan Negara dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta dapat
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Menurut (Ngadiman & Huslin, 2015) bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Alfiyah & Latifah, 2017) dan Bagus et al. (2017)
juga membuktikan bahwa fax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak, sehingga tax amnesty diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan landasan teori serta penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai
berikut:

H1: Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengaruh E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem e-filing bertujuan untuk memudahkan penyampaian SPT secara online yang diharapkan
mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dalam penyampaian SPT online ini
diharapkan mampu memudahkan para wajib pajak dalam penyampaian SPT-nya. Berdasarkan
teori atribusi, penerapan sistem e-filing yang diberikan kepada wajib pajak akan membuat wajib
pajak termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu dan akan membuat wajib pajak memiliki
keyakinan atau memiliki perilaku yang taat pajak (Yoga & Dewi, 2022). Hasil Penelitian
Agustiningsih (2016) dan Bagus et al. (2017) mengungkapkan bahwa penerapan e-filing
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian
Supriatiningsih & Jamil (2021) juga membuktikan bahwa kebijakan e-filing berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan landasan teori serta penelitian
terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: E-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan pajak dapat meningkat dan tercapai apabila wajib pajak memiliki kemauan dan
kesadaran yang timbul dari diri individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori yang
menjelaskan keadaan tersebut adala teori atribusi yaitu ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh
seseorang untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak yang didasari oleh niat (intention)
yang ada dalam diri individu tersebut (Yoga & Dewi, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh
Agustiningsih (2016) serta penelitian Pattinaja & Silooy (2018) yang menyatakan jika kesadaran
wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin
baik. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, maka
kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Berdasarkan landasan teori serta penelitian
terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi
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Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak dikenakan bagi wajib pajak yang kurang taat terhadap kewajibannya sebagai
seorang wajib pajak. Sanksi pajak tersebut diharapkan dapat memberi efek jera bagi wajib pajak
yang kurang taat. Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal
yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib
pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Sukarminto, 2019). Penerapan sanksi secara
tegas tentunya akan semakin merugikan Wajib Pajak, untuk itu Wajib Pajak akan lebih memilih
untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Semakin tinggi sanksi yang diberikan, maka
diharapkan kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat. Penelitian (Ngadiman &
Huslin, 2015) menyebutkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Bagus et
al., 2017). Penelitian Saputra & Nurmantu (2018) menyebutkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh
positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan landasan teori serta penelitian
terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti
populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis
data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan
(Sugiyono, 2013) dalam (Segarawasesa, 2021). Teknik pengumpulan data yang digunakan pada
penelitian ini adalah metode penelitian lapangan atau survei yang dilakukan dengan cara
peninjauan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer
melalui media kuesioner. Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala Likert.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Kebumen. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama
Kebumen, jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 477.110 wajib pajak orang pribadi.
Perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah dengan rumus slovin. Berdasarkan
perhitungan sampel dengan rumus slovin, diperoleh hasil 99,98 untuk banyaknya sampel dan
dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan
sampel yang ditentukan dengan kriteria tertentu (Nindiasari, 2021). Penelitian ini menggunakan
kriteria sampel sebagai berikut: (1) Memiliki NPWP; (2) WPOP terdaftar di KPP Pratama
Kebumen; (3) Berdomisili di Kabupaten Kebumen.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar
pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi semua
kewajiban perpajakan dan dapat melaksanakan hak pajaknya disertai dengan adanya kesadaran
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dalam dirinya sehingga dapat menjalankan kewajiban pajaknya dengan peraturan pajak yang
telah ditetapkan (Kusuma, 2016). Berdasarkan penelitian As’ari (2018) kepatuhan wajib pajak
dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) mendaftarkan diri ke kantor pajak; (2)
melaporkan SPT tepat waktu; (3) menghitung dan membayar pajak dengan benar; (4) patuh
dalam membayar tunggakan.

Tax Amnesty

Tax Amnesty merupakan suatu kesempatan dalam waktu terbatas yang diberikan pada kelompok
pembayar pajak tertentu untuk membayar dalam jumlah dan waktu tertentu. Merujuk dari
penelitian Andriani (2018) terdapat empat indikator untuk pengukuran tax amnesty: (1)
Kebijakan tax amnesty dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat agar lebih patuh; (2)
Kebijakan tax amnesty diberlakukan dengan tidak berkelanjutan agar Wajib Pajak melakukan
kewajiban perpajakan secepatnya; (3) Kebijakan fax amnesty diberlakukan untuk semua Wajib
Pajak yang belum taat; (4) Repatriasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang
menyimpan hartanya di negeri agar melaporkan hartanya dan melakukan kewajiban
perpajakannya.

E-Filing

E-Filing adalah sebuah layanan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik
melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id) atau Penyedia
Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). E-filing dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut

(Mufidah, 2019): (1) Kecepatan dan kemudahan pelaporan SPT; (2) Penghematan biaya; (3)
Kemudahan pengisian SPT; (4) Persepsi kebermanfaatan; (5) Kepuasan penggunaan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, serta
melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan secara sukarela. Berdasarkan penelitian
As’ari (2018) kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Persepsi
wajib pajak tentang penggunaan dana pajak; (2) Tingkat pengetahuan dalam kesadaran
membayar pajak; (3) Kondisi keuangan wajib pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan mengenai ketentuan peraturan UU Perpajakan
(norma perpajakan) yang harus dipatuhi oleh wajib pajak (Kartini, 2018). Sanksi pajak dapat
diukur menggunakan indikator sebagai berikut (As’ari, 2018): (1) Sanksi pajak dikenakan bagi
pelanggar aturan pajak cukup berat; (2) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan
salah satu saran untuk mendidik wajib pajak; (3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada
pelanggarnya tanpa toleransi.

Teknik Analisis Data

Regresi linear berganda adalah merupakan metode analisis yang penggunaannya untuk
menentukan ketepatan dalam prediksi melalui pengaruh yang terjadi antar variabel independen
(X) terhadap variabel dependen (Y) (Barokah & Segarawasesa, 2023). Analisis regresi berganda
menggunakan lebih dari satu variabel independen. Model persamaan regresi linear berganda
sebagai berikut:

Y= + 1 1+ 52+ 33+ 4 4+
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Keterangan: Y: Kepatuhan WPOP; a: Konstanta; Xi: Tax Amnesty; X»: E-Filing; X3:Kesadaran
Wajib Pajak; X4: Sanksi Pajak; B14: Koefisien Regresi; e: Standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner
dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan
diukur oleh kuesioner tersebut (Pratama & Segarawasesa, 2023). Instrumen penelitian dapat
dikatakan valid jika rhiung>Tiber dengan a = 0,05 atau 5% dan sebaliknya jika rhiung<ttabel maka
instrumen penelitian dapat dikatakan tidak valid. Uji validitas dilakukan pada setiap butir
pernyataan di uji validitasnya. Hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel, di mana df =n -2 =
98 dengan Sig. 5% maka hasil r tabel adalah 0,197. Jika r hitung > r tabel maka dapat dikatakan
valid. Berdasarkan hasil uji validitas diketahui bahwa semua item pernyataan dari setiap variabel
memiliki nilai r hitung > r tabel maka data yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan
wajib pajak orang pribadi (Y) adalah valid.

Penelitian dikatakan reliabel apabila terdapat konsistensi dari hasil pengukuran terhadap suatu
objek penelitian. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap
pertanyaan adalah konsisten. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai
Cronbach alpha > 0,60 (Mulyati et al., 2023). Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat diketahui
bahwa semua variabel dikatakan reliabel karena nilai Cronbach alpha > 0,60.

Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi terkait gambaran umum dari
setiap variabel penelitian. Berikut gambaran umum dari setiap variabel penelitian yang dapat
dilihat melalui nilai minimum, maksimum, mean, dan std. deviation dalam tabel di bawah:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation
Tax Amnesty 100 8 16 12.00 1.770
E-Filing 100 13 20 16.43 2.011
Kesadaran WP 100 14 24 19.56 2.306
Sanksi Pajak 100 15 28 21.16 2.522
Kepatuhan WPOP 100 24 44 35.01 3.754
Valid N (listwise) 100

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2023

ISSN : 2828-5271 (online)



572

J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah

Vol.2, No.6, Oktober 2023
|
Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk menilai data pada sebuah kelompok
data atau variabel, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak (Pirani et al., 2023).
Peneliti menggunakan uji Kolmogrov Smirnov (K-S) pada program SPSS for Windows Versi 26
melalui tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila nilai signifikansi > 0.05, maka nilai residual
berdistribusi normal dan jika nilai signifikansi < 0.05, maka nilai residual tidak berdistribusi
normal.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 100

Monte Carlo Sig. (2-tailed) 1364

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2023

Hasil uji normalitas residual menggunakan Kolmogrov-Smirnov Test pada program SPSS for
Windows 26.0 Ver diperoleh nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) untuk Unstandardized Residual
adalah 0,136. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan > 0,05 yaitu 0,136 > 0,05 yang
dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal, karena data telah memenuhi syarat uji
normalitas data.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji hubungan antar variabel bebas dari model regresi.
Uji ini diperlukan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan terhadap
pengaruh pada uji parsial pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
Uji Multikolinearitas dapat terdeteksi dengan melihat nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation
Factor) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,10. Apabila nilai tolerance >
0,10 dan nilai VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya, apabila nilai
tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10,00 maka terjadi multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Collinearity Statistics
Model Keterangan
Tolerance [VIF
(Constant)
X1 (Tax Amnesty) 798 1.254 Tidak terjadi Multikolinieritas
1 X2 (E-Filing) 433 2.311 Tidak terjadi Multikolinieritas
ffjj ” (Kesadaran — Wajib) ;55 999 [Tidak terjadi Multikolinicritas

ISSN : 2828-5271 (online)



573
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.2, No.6, Oktober 2023

X4 (Sanksi Pajak) .682 1.465 Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2023

Hasil uji multikolinieritas diperoleh nilai VIF variabel independen Tax Amnesty (X1), E-Filing
(X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) menunjukkan bahwa nilai Tolerance >
0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam data penelitian tidak terjadi
multikolinieritas di antara variabel bebas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Pirani et al.,
2023) . Model regresi yang baik adalah yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi
Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan glejser dibantu dengan aplikasi
SPSS. Apabila nilai signifikansinya sebesar > 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel Sig. Keterangan

Tax Amnesty (X1) 210 Tidak terjadi Heterokedastisitas
E-Filing (X2) .303 Tidak terjadi Heterokedastisitas
Kesadaran WP (X3) 101 Tidak terjadi Heterokedastisitas
Sanksi Pajak (X4) 878 Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2023

Hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan glejser dapat disimpulkan bahwa tingkat
signifikansi seluruh variabel independen berada di atas 0,05 schingga tidak terjadi
heterokedastisitas pada model regresi dan dapat digunakan dalam penelitian.

Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 7ax
Amnesty (X1), E-Filing (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di Kabupaten Kebumen. Berikut hasil dari teknik
analisis data untuk analisis regresi linear berganda:

Tabel S. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel Koefisien Regresi  [Nilai t Signifikansi
Konstanta 4.896 2.329 .022
Tax Amnesty (X1) 101 812 419
E-Filing (X2) -.014 -.093 .926
Kesadaran WP (X3) 1.198 8.146 .000
Sanksi Pajak (X4) 269 2.862 .005
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Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2023

Hasil analisis data diperoleh nilai persamaan regresi, yaitu Y = 4,896 + 0,101 X; + (-0,014) Xo +
1,198 X3 + 0,269 X4. Hasil dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar
4,896 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh variabel bebas maka nilai dari variabel terikat
(kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 4,896. Variabel tax amnesty, kesadaran wajib pajak dan
sanksi pajak bernilai positif menyatakan bahwa setiap mengalami peningkatan 1%, maka akan
diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar nilai koefisien regresi variabel tersebut.
Variabel e-filing bernilai negatif menyatakan bahwa setiap mengalami peningkatan 1%, maka
akan diikuti dengan penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar nilai koefisien regresi variabel
tersebut.

Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh variabel bebas secara individual menjelaskan
variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat taraf signifikansi, jika taraf
signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima dan

sebaliknya jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan lebih dari 0,05 maka hipotesis
ditolak.

Tabel 6. Hasil Uji t

Variabel Thitung Signifikansi  [Tiabel Keterangan

Tax Amnesty (X1) 0,812 0,419 1,985 Tidak Berpengaruh
E-Filing (X2) -0,093 0,926 1,985 Tidak Berpengaruh
Kesadaran WP (X3) (8,146 0,000 1,985 Berpengaruh
Sanksi Pajak (X4) 2,862 0,005 1,985 Berpengaruh

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2023

Berdasarkan hasil dari uji t menghasilkan kesimpulan bahwa Variabel tax amnesty dan e-filing
memiliki nilai t hitung < nilai t tabel dan nilai sig > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H; dan
H, tidak sejalan dengan hipotesis yang telah diajukan. Variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi
pajak memiliki nilai t hitung > nilai t tabel dan nilai sig < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa
H; dan H, sejalan dengan hipotesis yang telah diajukan.

Uji Koefisien Determinasi (R2)
Hasil Koefisien determinasi (Adjusted R Square) dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R?)

R Square Adjusted R Square
741 730

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2023

Berdasarkan hasil dari ringkasan SPSS model summary, nilai adjusted R’ sebesar 0,730 atau 73%.
Hal ini berarti 73% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan variabel tax amnesty, e-filing,
kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak sedangkan sisanya sebesar 27% dipengaruhi oleh
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I —
beberapa faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Pembahasan
Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tax ammnesty tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Keluaran dari penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Nurmantu (2018) membuktikan bahwa tax amnesty
tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tax Amnesty
diberlakukan dengan cara memberi penghapusan pajak yang terutang dengan syarat membayar
uang tebusan dalam jumlah tertentu. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk memberikan manfaat
bagi penerimaan pajak dan juga kesempatan bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh
menjadi wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi,
pada hasil penelitian yang kami lakukan menyatakan bahwa kebijakan fax amnesty yang
dikeluarkan oleh pemerintah tidak memiliki pengaruh yang cukup baik bagi kepatuhan wajib
pajak orang pribadi.

Meningkat atau menurunnya kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan tidak dipengaruhi atau
bergantung pada keberadaan tax amnesty. Beberapa alasan yang menyebabkan fax amnesty tidak
memiliki pengaruh yaitu kebijakan tax amnesty dirasa belum dapat mendorong kejujuran dalam
pelaporan sukarela atas harta kekayaan wajib pajak. Adanya persepsi bahwa berulangnya
program tax amnesty juga dianggap akan menjadi kebiasaan dan berulang di masa mendatang,
sehingga akan menurunkan kepatuhan sukarela. Kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah atas
pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak dapat dilakukan dengan tidak terlalu sering
mengulang program fax amnesty. Alih-alih meningkatkan kepatuhan pajak, tax amnesty yang
dilakukan secara berlebihan dan berulang justru dapat mengakibatkan wajib pajak yang selama
ini patuh akan bertindak sebaliknya. Sebanyak 89% responden dalam penelitian ini berprofesi
sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Seluruh penghasilan PNS telah dipotong dan dilaporkan
oleh bendahara instansi masing-masing, sehingga kepatuhan pajak tetap terpenuhi tanpa adanya
program fax amnesty.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (Hi) yang
menyatakan bahwa fax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi ditolak.

Pengaruh E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya manfaat dan kemudahan dari
penerapan sistem e-filing tidak membuat wajib pajak melaporkan SPT melalui sistem e-filing.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Syafii (2019), dengan
hasil yang menunjukkan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi.

Beberapa alasan yang menyebabkan e-filing tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait penggunaan e-filing. Adanya kendala
error ketika melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing terlebih bagi wajib pajak yang kurang
paham dengan internet, tentunya wajib pajak akan merasa kesulitan. Generasi terdahulu bisa jadi
dapat mengalami kesusahan dalam mengisi laporan pajak menggunakan sistem e-filing. Sebanyak
58% responden dalam penelitian ini memiliki usia lebih dari 51 tahun, sehingga terdapat
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perbedaan teknologi antara generasi dahulu dan saat ini yang dirasa membingungkan dan rumit.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (Hz) yang menyatakan
bahwa e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditolak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan variabel kesadaran wajib pajak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021), dengan hasil yang
menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi. Secara teori, hasil penelitian ini relevan dengan Teori Atribusi yang menyatakan bahwa
faktor internal dari wajib pajak dapat memengaruhi sesorang untuk patuh terhadap kewajiban
pajaknya. Kesadaran wajib pajak dikategorikan sebagai faktor internal wajib pajak yang
mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Semakin banyak wajib pajak yang memahami kewajiban pajaknya dan mengerti akan pentingnya
membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Kepatuhan pajak dapat
meningkat dan tercapai apabila wajib pajak memiliki kemauan dan kesadaran yang timbul dari
diri individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari
seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi hak dan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi,
semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, maka kepatuhan
wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan
bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
diterima.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Saputra & Nurmantu (2018), dengan hasil yang menunjukkan bahwa Sanksi Pajak
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukan bahwa
semakin tinggi sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan cenderung semakin
tinggi. Secara teori, penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa faktor
eksternal dari wajib pajak dapat memengaruhi sesorang untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya.
Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak
dalam penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban
perpajakan.

Penerapan sanksi perpajakan mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak
yang melanggar peraturan perpajakan sehingga dapat menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi secara tegas tentunya akan semakin
merugikan Wajib Pajak, untuk itu Wajib Pajak akan lebih memilih untuk patuh dalam
melaksanakan kewajibannya. Semakin tinggi sanksi yang diberikan, maka kepatuhan Wajib
Pajak juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) yang
menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang
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pribadi diterima.
KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tax amnesty, e-filing,
kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di
Kabupaten Kebumen. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis dan
pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tax amnesty dan e-filing tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Saran pada penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya melakukan upaya
penyuluhan terkait kebijakan perpajakan secara continue. Upaya tersebut dilakukan untuk dapat
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terkait kebijakan perpajakan yang
ditetapkan. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah beberapa variabel independen atau
menambah variabel moderating dan intervening untuk dapat mengetahui variabel lain yang dapat
memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
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